GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043

FET B Vo A el = |

LAUT FLORES

LAUT SAWU

LAUT TIMOR

SAMUDERA HINDIA
{(INIINESNIA)

T e Ty O S

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
.. SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

Tanggal
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NOTA DINAS

: Yth.Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.

: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.

: 11 Desember 2024.

: Hk.03.7/562 /2024.

: Permohonan Penandatanganan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

Sesuai hal tersebut di atas, maka dengan ini disampaikan
kepada Bapak bahwa dengan adanya Persetujuan Bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2043 serta dengan telah dievaluasi dan diberi nomor
register oleh Menteri Dalam Negeri sesuai surat Menteri
sebagaimana terlampir, maka Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Rencana Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043
dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sehubungan dengan
itu, mohon perkenan Bapak menandatangani Naskah Peraturan
Daerah dimaksud sebagaimana terlanipir.

Demikian permohonan penandatanganan, atas perhatian dan

berkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Sekretarps Daerah
Provinsi [Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana, SH, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196509271990111004
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Asisten Pemerintahan dan Kesra ﬁ
~
Plt. Kepala Biro Hukum k
Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Muda {




Nomor
Sifat

Lampiran :
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Jakarta, 18 Oktober 2024

:100.2.2.6/8346/0TDA Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
: Penting di -

Kupang

: Persetujuan Penandatanganan Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur ientang Rencana Taia Ruang Wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-
2043.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah ProvinsiNusa Tenggara Timur
Nomor Hk.03.5/125/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Permohonan Persetujuan
Penandatanganan Peraturan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan
permohonan persetujuan bagi Pi. Gubernur Nusa Tenggara Timuruntuk melakukan
penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/0TDA
Tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan
Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh
Menteri Dalam Negeri bahwa Gubernur mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penandatanganan rancangan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri.

3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur disetujui
untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan
kebijakan kepala daerah sebelumnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n.Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal

Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si

- % Pembina Utama (IV/e)
NIP. 187003161991011001

Tembusan:

1. Menteri

Dalam Negeri;

2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 101 10, Telepon (021) 3450038.
Fax. (O‘FU 3440082/www kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda. ftk@amail.com

Jakarta, 14 Oktober 2024

Nomor © 188.341/359/NR/BHK Kepada
Sifat ! Yth. Sekretaris Daerah
Lampiran | Provinsi Nusa Tenggara Timur
Perihal i Pembeqian Noreg Ranperda di-
Provinsi Nusa Tenggara Kupang
Timur.

\
Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor Hk.03.5/124/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Permohonan

Nomor F‘Qegister Ranperda, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. bahwa atas Ranperda yang diajukan telah sesuai dengan hasil evaluasi
sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
600.‘5-41 36 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024.

2. berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register
sebagai berikut :

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043: (4-257/2024).

Penulisan Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman
terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran lll angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tatpun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

I:?emikian untuk menjadi makium.
Plh. Kepala Biro Hukum,

M

\

Wahyu Chandra Purwonegoro
\ Pembina Tk.I (IV/b)

‘ NIP. 19800708 200812 1 001

Tembusan: |

1. Yth. Pit. Sekretaris Jenderal Kemendagri;

2. Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Yth. Pih. Direktur Produk Hukum Daerah Ditien Otonomi Daerah Kemendagri; dan

4. Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di
Kupang. \



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat

(6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2043;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6810);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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10.

L1.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6633);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 530);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1484);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 701);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun
2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahaan Negara
Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.

7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.



9.

10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan
ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, yang digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut
RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah provinsi.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara
ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budi daya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam dan sumber daya buatan.
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21.

22.

23.

24,

25

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam,sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alamdengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan
Jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT
adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian
lingkungan  hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang
pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau
lingkungan.

Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
internasional, nasional,atau beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/ kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/

kota atau beberapa kecamatan.



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN
adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong
pengembangan kawasan perbatasan negara.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi
lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung
dan kawasan gambut.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan
bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga
kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber- sumber air. Termasuk
didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi
sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata
air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang
memiliki fungsi perlindungan setempat.

Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang
mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,
dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kawasan Pencadangan Konservasi di laut adalah Kawasan Konservasi
di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau
penetapan legal lainnya.

Reklamasi adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari
sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan,
pengeringan lahan atau drainase.

Kawasan Pantai Berhutan adalah kawasan pesisir laut yang
merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan
perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.



41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49,

50.

Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga
berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.

Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat
maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan
rekreasi alam.

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta
ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat
serta ruang disekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki
bentukan alami yang khas.

Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai
tempat wisata berburu.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang luas tertentu yang memiliki
fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas
pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya
dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan.
Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan pada permukaan
tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai
kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan
operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan
panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah
yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan

Penataan Ruang.



o51.

52.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang
dengan RTR.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah
zat, energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan

hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

o

- 0 a0

-

LI

(1)

(2)

wilayah perencanaan;

tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
rencana struktur ruang wilayah provinsi;

rencana pola ruang wilayah provinsi;

kawasan strategis provinsi,

arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;

arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
peran masyarakat dan kelembagaan;

ketentuan peralihan;

ketentuan lain-lain;

ketentuan penutup; dan

lampiran.

Pasal 3

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
memiliki luas 12.720.609 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu
enam ratus sembilan) hektare, terdiri atas:

a. wilayah darat; dan

b. wilayah laut.
Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 21

(dua puluh satu) kabupaten dan 1 (satu) kota beserta pulau- pulau kecil
yang ada disekitarnya, yaitu:

a. Kabupaten Alor;

b. Kabupaten Belu;

c. Kabupaten Ende;

d. Kabupaten Flores Timur;
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(3)

(5)

(6)

e. Kabupaten Kupang;

e

Kabupaten Lembata;
Kabupaten Malaka;

5w

. Kabupaten Manggarai;

o

Kabupaten Manggarai Barat;

Kabupaten Manggarai Timur;

G

k. Kabupaten Nagekeo;

[

Kabupaten Ngada,;
m. Kabupaten Rote Ndao;

n. Kabupaten Sabu Raijua;

Kabupaten Sikka;

e

Kabupaten Sumba Barat;

Kabupaten Sumba Barat Daya;

= e

"

Kabupaten Sumba Tengah;
s. Kabupaten Sumba Timur;
t. Kabupaten Timor Tengah Selatan;

u. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan

v. Kota Kupang.

Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b jangkauan

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai daratan

pulau utama dan pulau terdepan ke arah laut lepas serta batas

kewenangan pengelolaan sumber daya laut.

Batas wilayah perencanaan meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;

c. sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Laut Timor;
dan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape di Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu

banding dua ratus lima puluh ribu) beserta tabel rincian pulau.

Peta wilayah perencanaan Provinsi dan tabel rincian pulau sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI WILAYAH
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 4

Penataan ruang Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

darat dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan

maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan
budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat
berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi
bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan
perekonomian yang berdaya saing nasional.
Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan yang terdiri atas:

a. peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-
pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau- pulau kecil dengan
memperhatikan kearifan lokal;

c. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai
pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan
yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;

d. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan,
jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana lainnya;

e. Pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata
nasional;

f. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam
dan perubahan iklim;

g. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan
pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;

h. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi
sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan

i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
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(1)

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 6

Strategi peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan

pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan

hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.

menentukan dan menetapkan kawasan hutan lindung, kawasan
konservasi dan calon kawasan konservasi, untuk diproteksi dan
diatur pengelolaannya melalui peraturan daerah;

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung,
kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan
pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan
dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan

pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan

rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun, dan
terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;

melakukan penuntasan tata batas kawasan hutan lindung, kawasan
konservasi, dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi
dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;

mengelola kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi melalui
kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan
meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;

meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di wilayah
abrasi dan banjir rob maupun penanaman/penghijauan dan
pengelolaan di hulu dan sepanjang daerah aliran sungai;
mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30 % dari luas
daerah aliran sungai;

melindungi  keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam
dan pelestarian alam;

memelihara dan  mempertahankan ekosistem khas yang
berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan

datang;
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(2)

(3)

memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti
ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa
menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan;
mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana
alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun; dan
mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat

menimbulkan degradasi lingkungan hidup.

Strategi Pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

dengan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.

melestarikan dan meningkatkan fungsi daya dukung lingkungan
hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan
ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan
dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan
keunikan bentang alam, dan melestarikan budaya;

mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, terminal
penumpang angkutan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara,
prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas
penunjang kegiatan ekonomi di setiap kawasan andalan dan
membangun kerjasama dengan pihak swasta;

melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai
rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan dan turut
melibatkan masyarakat dalam pengelolaan jenis investasinya;
mempertahankan daya dukung lingkungan kawasan;

menyusun alokasi ruang dan aturan pemanfaatannya;

melindungi dan memanfaatkan ruang dan sumber daya di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;

mengendalikan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil;

mengembangkan kegiatan ekonomi untuk peningkatan
kesejahteraan; dan

menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai

pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan

yang selaras dengan rencana tata ruang nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi:
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memantapkan kota/kabupaten PKN yaitu Kota Kupang menjadi
pusat pertumbuhan utama dari wilayah provinsi yang akan
berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, pusat perdagangan,
permukiman dan berfungsi sebagai pintu gerbang pertukaran
(perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan wilayah lain
dan dalam beberapa keadaan internasional;

memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKW, agar
pengembangan fungsinya terkait dengan sistem kota lainnya;
memantapkan Kkota-kota PKN dan PKW yang merupakan pusat-
pusat regional sebagai pusat koleksi dan distribusi dalam
wilayahnya, juga dalam hubungannya dengan wilayah luar;
memantapkan kota/kabupaten yang berperan sebagai PKL
kota/kabupaten yang berfungsi sebagai pusat produksi, pusat jasa,
agro industri, distribusi produksi pertanian, perkebunan dan
kehutanan dengan skala pelayanan intra regional;

meningkatkan aksesibilitas kota-kota pusat regional dalam lingkup
intra regional dan inter-regional melalui pengembangan sistem
transportasi darat, laut dan udara yang terpadu;

mempercepat pengembangan sistem prasarana wilayah darat, laut
dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antara kota- kota
sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya serta antar
kota yang sesuai dengan arahan struktur dan pola untuk
meningkatkan jalur distribusi barang dan jasa serta fungsi
pelayanan sosial masyarakat;

mengembangkan sistem prasarana transportasi darat, laut, udara
dengan mengembangkan sistem terkoneksi antar moda transportasi
secara integrasi dan sinergis sesuai dengan arahan struktur dan
pola ruang;

mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di
kawasan terpencil dan terisolir;

mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga
tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan
pembangunan;

mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas
ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi,
pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat

pertumbuhan wilayah;
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(4)

mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang
berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;
mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan
sektor non pertanian, yakni perdagangan, perhotelan, komunikasi,
industri, jasa perusahaan dan pariwisata;

mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk
mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola
pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan; dan

membangun prasarana sosial yang merata dan sesuai hirarki fungsi
pelayanan di seluruh bagian wilayah, terutama di wilayah yang sulit

terakses meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil.

Strategi  peningkatan  sistem  jaringan  energi, infrastruktur

ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, dan jaringan prasarana

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a.

meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh
wilayah kabupaten/kota dengan melakukan perluasan jaringan
distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan
penyalur;

mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan
keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok;

meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di
perkotaan sampai ke pedesaan dengan menggunakan sistem
telekomunikasi yang murah dan terjangkau;

meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya
dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang
berkualitas bagi masyarakat guna pencapaian target tujuan
pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goal);
meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi
terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta jaringan tenaga
listrik;

meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung

pengembangan sektor-sektor kegiatan.
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(5) Strategi pengembangan kawasan wisata provinsi dan mendukung wisata

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a.

mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari
sistem jaringan transportasi darat multimoda untuk meningkatkan
aksesibilitas antara kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan
daerah belakangnya serta antar kota sesuai dengan fungsinya;
pengembangan infrastruktur transportasi wilayah memperhatikan
struktur ruang wilayah dan pola pemanfaatan ruang yang ingin
dicapai, juga bertujuan meratakan dan menyeimbangkan
pemusatan kegiatan- kegiatan ekonomi yang telah tercipta sekaligus
sebagai development control mechanism untuk mendorong
terciptanya functional linkages antar kawasan dan sub-wilayah;
pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi
terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang
dikembangkan dengan pola mix use yakni perpaduan layanan
terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata
sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada
wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata
terpadu,

pengembangan pelabuhan sebagai upaya untuk mendorong
perekonomian dan mobilitas barang dan penumpang dengan
mengembangkan fasilitas yang memenuhi kriteria standar jenis
pelabuhan;

pengembangan bandar udara perintis bagi kepentingan isolasi
wilayah dengan membangun bandar udara perintis dan rute perintis
yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman
serta daerah yang sukar terhubungi oleh moda transportasi lain;
pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi
masyarakat terutama di wilayah terpencil dengan mengembangkan
energi terbarukan (matahari, air) pada daerah-daerah yang sulit
terjangkau oleh pelayanan; dan

mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan
menetapkan klaster-klaster pariwisata dengan konsep
pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya

(citra khas) yang dimiliki kawasan.
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(6)

(7)

Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam

dan perubahan iklim sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f,

terdiri atas:

a.
b.

penetapan zona kerentanan bencana;

intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk
hijau (green belt) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon
yang sesuai terkait topografi kawasan;

penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona
kerentanan bencana;

penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

penetapan lokasi evakuasi bencana pada zona aman;

menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai
dengan jenis kerawanan bencananya; dan

penyediaan sistem peringatan dini (early warning system)

terkait jenis bencana.

Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar

kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:

a.

menyinergikan pemanfaatan sumber daya alam di darat, laut dan
udara untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi
daya;

mengembangkan kegiatan budidaya beserta prasarana
penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
mengembangkan kegiatan budidaya potensi unggulan berupa
pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
mengembangkan kawasan hutan dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
mengembangkan  kawasan = peruntukan  pertanian dengan
menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan
sumber daya manusia pertanian,;

mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak
menimbulkan penangkapan yang berlebihan;

mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan

merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi;
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(8)

1

mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak
menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian
pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi
sebagai kontrol kualitas lingkungan;

mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan
dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka
hijau kota;

mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing
terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan
budidaya;

meningkatkan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka
percepatan pembangunan; dan

mengendalikan pemanfaatan kawasan budidaya.

Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang

berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:

a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi dari

sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan:

1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah
(potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam
percepatan pengembangan wilayah;

2. pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui daya dukung
dan daya tampung lingkungan;

3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan
ekonomi wilayah;

4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim
usaha yang kondusif;

S. pemanfaatan sumber daya alam secara operasional dan
berkelanjutan;

6. peningkatan  kualitas sumber daya manusia dalam
pengembangan kawasan,

7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat
pertumbuhan wilayah; dan

8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan

wilayah.
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